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I. UMUM 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas 
dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat 
mengadakan pinjaman dan/atau menerima Hibah baik yang berasal dari 
dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan pinjaman atau 
hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pinjaman Luar 
Negeri dan Hibah Pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan 
dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib 
administrasi dan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Dasar 
hukum Pinjaman Luar Negeri dan hibah luar negeri telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan 
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.  

Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan pengelolaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perkembangan pasar keuangan, serta 
tuntutan terhadap prinsip pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah 
yang baik (good governance). Hal ini menghendaki penyempurnaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah diakomodasi berbagai ketentuan 
mengenai pengelolaan pinjaman luar negeri yang berupa pemisahan 
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi yang terkait, 
penyempurnaan konsep mengenai batas maksimum pinjaman luar negeri 
yang dimaksudkan sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan 
portofolio utang secara optimal dan pemenuhan kebutuhan riil pembiayaan, 
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konsep mengenai fleksibilitas pemilihan sumber pembiayaan, Rencana 
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, penerimaan Hibah melalui Dana 
Perwalian. Selain itu memperjelas kebijakan peneruspinjaman Pinjaman 
Luar Negeri baik untuk kebutuhan pembiayaan APBD melalui Pinjaman 
Luar Negeri dan pemberian Hibah oleh Pemerintah yang bersumber dari 
Pinjaman Luar Negeri untuk pembiayaan kegiatan tertentu bagi Pemerintah 
Daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah maupun untuk kebutuhan 
BUMN untuk investasi. 
Pengaturan mengenai penerimaan Hibah  Pemerintah diarahkan untuk 
membuka seluas-luasnya masuknya Hibah kepada Pemerintah baik yang 
bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri 
untuk mendukung kegiatan prioritas Pemerintah guna mencapai tujuan 
pembangunan nasional, namun dengan tetap menjaga kehati-hatian 
(prudent), transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaannya. 
Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu diberikan 
kewenangan untuk mengusahakan Hibah sebanyak-banyaknya akan tetapi 
harus dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penerimaan Hibah yang 
baik. 
Mekanisme penerimaan Hibah juga perlu dipermudah dan disederhanakan 
sehingga tidak menimbulkan proses birokrasi yang rumit yang dapat 
menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi Hibah karena terkesan 
dipersulit. Untuk itu, maka dalam proses penerimaan Hibah  perlu dibuka 
dua jenis alternatif, yaitu  Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme 
perencanaan dan Hibah langsung, yaitu Hibah yang tidak perlu mengikuti 
mekanisme perencanaan namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan. 
Kedua alternatif penerimaan Hibah tersebut, diharapkan dapat 
menjembatani perbedaan kepentingan dari pihak calon pemberi Hibah yang 
menghendaki kemudahan dalam pemberian Hibah dan dari kepentingan 
pihak Pemerintah sebagai penerima Hibah yang menghendaki penerimaan 
Hibah harus mengikuti ketentuan APBN dengan proses yang dianggap 
kurang memberi kemudahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada 
semua pemangku kepentingan (stakeholders). 

Hibah yang diterima Pemerintah yang bersumber dari luar negeri dapat 
diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, atau 
dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah. 

Guna menjamin terwujudnya penerimaan Hibah yang transparan dan 
akuntabel, maka penerimaan Hibah tersebut perlu ditatausahakan dengan 
baik, diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 
dilakukan publikasi informasi, dilakukan monitoring, evaluasi, dan 
pengawasan secara terus-menerus.  

Oleh karena . . . 
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Oleh karena itu, untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan Pinjaman 
Luar Negeri dan Hibah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan 
Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal  1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal  2 

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “tidak disertai ikatan politik” adalah 
pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah tidak 
mempengaruhi kebijakan politik negara. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 . . . 
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Pasal  5 

Huruf a 

Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, stand by loan, 
pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, 
pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain, yang pencairannya 
bersifat tunai dalam bentuk antara lain Official Development 
Assistance/ODA (bilateral), Concessional (multilateral), Non Official 
Development Assistance/Non-ODA (bilateral), Non Concessional 
(multilateral), komersial, dan Mixed Credit/pinjaman campuran 
(bilateral). 

Huruf b 

Pinjaman Kegiatan dapat berupa pinjaman proyek, credit line, dan 
lain-lain, yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam bentuk 
antara lain Official Development Assistance/ODA (bilateral), 
Concessional (multilateral), Non-Official Development 
Assistance/Non-ODA (bilateral), Non-Concessional (multilateral), 
Fasilitas Kredit Ekspor, komersial, dan Mixed Credit/pinjaman 
campuran (bilateral). 
 

 

Pasal  6 

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah bagian dari program 
yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan 
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam 
bentuk barang/jasa. 

Kegiatan prioritas termasuk pula penyertaan modal negara. 

 
 
 

Huruf c . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

- 5 - 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “mengelola portofolio utang” adalah 
kegiatan dalam rangka mencapai komposisi utang yang optimal 
baik dari sisi instrumen, mata uang, tingkat bunga, jenis suku 
bunga, sumber, dalam upaya untuk meminimalkan biaya utang 
pada tingkat risiko yang terkendali. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Pinjaman Luar Negeri yang akan dihibahkan kepada 
Pemerintah Daerah merupakan kebijakan dan kewenangan 
diskresi Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran 
RPJM. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal  8 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Nilai Bersih Pinjaman” adalah selisih lebih 
atau selisih kurang pinjaman dalam pos pembiayaan APBN tahun 
berjalan. Selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman 
yang ditarik lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang 
dilunasi. Sedangkan selisih kurang Nilai Bersih Pinjaman terjadi 
jika pinjaman yang ditarik lebih kecil dibandingkan dengan 
pinjaman yang dilunasi.  

Ayat (2) 

Contoh perubahan pinjaman yang tidak memerlukan persetujuan 
DPR sebagai berikut: 

APBN telah mencantumkan selisih lebih nilai bersih pinjaman 
sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) yaitu jumlah yang 
ditarik sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun) 
dikurangi jumlah yang dibayarkan sebesar 
Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun). Apabila jumlah yang 
ditarik sebesar Rp.25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun) 
dan jumlah yang dibayar sebesar Rp.15.000.000.000.000,- (lima 
belas triliun) maka tidak perlu persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat karena selisih lebih nilai bersih pinjaman adalah sama.  

Namun . . . 
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